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PRAKATA PENULIS

Rasa syukur yang sangat mendalam karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Strategi Pengelolaan BUM Desa
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” selesai disusun dan berhasil diterbitkan.
Harapan besar penulis, buku ini dapat memberikan sumbangsih
perkembangan keilmuan dan menjadi rujukan bagi pembaca dalam
menambah wawasan dalam memahami upaya pengelolaan BUM Des melalui
pelibatan masyarakat.

Penulis mengakui tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh
dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap besar dan sangat terbuka
untuk menerima masukan atau kritikan yang bersifat membangun. Hal
tersebut sangat diharapkan agar penulis terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya-karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
mendukung dan ikut berkontribusi dalam rangkaian proses penyusunan dan
penerbitan buku ini. Semoga buku ini bisa memberikan kebermanfaatan dan
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia
khususnya terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Januari, 2023
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BAB

GAMBARAN UMUM
PENGELOLAAN BUM DESA

A. PENGANTAR

Desa dilihat dalam struktur pemerintahan merupakan bentuk
pemerintahan terbawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Pemerintah Desa tidak hanya berkewajiban untuk menyediakan layanan
publik kepada masyarakat Desa, tetapi juga berkewajiban mewujudkan
masyarakat Desa yang sejahtera (Kushandajani, 2015). Berdasarkan kepada
hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk menyusun kebijakan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilaksanakan
oleh desa harus senantiasa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat.

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi merupakan salah satu
kebijakan yang harus diwujudkan oleh pemerintah desa yang mana
pembangunan ekonomi di tingkat Desa, dianggap akan meningkatkan
ekonomi masyarakat melalui produktivitas dengan harapan dapat
meningkatkan masyarakat Desa yang sejahtera. Dengan begitu pemerintah
Desa berfungsi sebagai pemerintah yang langsung dihadapkan dengan
masyarakat dan harus mampu menjalankan peranannya dengan baik (Eko,
2014; Jaya, Muhtar, & Darto, 2021).

Pendirian BUM Des merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa untuk
membangun ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan
perekonomian dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Ramadana,
Ribawanto, & Suwondo, 2013). Hadirnya BUM Des diharapkan menjadi
simbol perekonomian suatu Desa yang tidak hanya menjadi ciri dan
karakteristik dari Desa yang mampu mensejahterakan masyarakat, tetapi juga
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KONSEP DAN TEORI
PENGELOLAAN BUM DESA

A. BADAN USAHA MILIK DESA

BUM Des (Badan Usaha Milik Desa) merupakan suatu badan usaha
melalui pemerintahan level Desa dalam pengelolaannya dan masyarakat ikut
terlibat dengan tujuan memperkuat perekonomian. Berdasarkan UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, BUM Des secara keseluruhan atau sebagian
modalnya bersumber dari desa melalui penyertaan secara langsung dan
sumber tersebut dari Desa yang kekayaan dipisahkan, hal tersebut dilakukan
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut
(Wahyudi, 2016), BUM Des merupakan lembaga usaha yang dimiliki desa
dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, dilakukan untuk
mengembangkan dan memperkuat perekonomian Desa dan dari segi sosial
yaitu menciptakan kedekatan dengan masyarakat yang dibentuk berdasarkan
aspek kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Hadirnya BUM Des
diharapkan berfungsi membangun dan mengembangkan perekonomian
melalui pengembangan usaha-usaha yang bertujuan untuk memperoleh
sebuah keuntungan (profit) (Republik Indonesia, 2021; Ridwansyah, Hastuti,
Heriberta, Syaparuddin, & Emilia, 2021).

BUM Des diyakini dapat membantu masyarakat dan Desa dalam
melakukan pengembangan potensi Desa, sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai peluang usaha, dapat
menambah pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat dan untuk
memahami peranannya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki Desa
(Hasan & Gusnardi, 2018). Pada umumnya keberadaan BUM Des bertujuan
menciptakan Desa yang mandiri dan memperkuat perekonomian desa demi
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GAMBARAN UMUM
PERCONTOHAN BUM DESA

A. PROFIL BUM DES KABUPATEN SUMEDANG

BUM Des di Kabupaten Sumedang berjumlah 270 dari 270 Desa dengan
klasifikasi berbeda, adapun klasifikasi ditentukan berdasarkan Peraturan
Bupati nomor 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pendirian, pengelolaan
dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Des
menjalankan bisnis atau social business secara sederhana yang memberikan
pelayanan umum kepada masyarakat di wilayahnya untuk memperoleh
keuntungan finansial. Adapun unit usaha BUM Des di Kabupaten Sumedang
meliputi air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya
lokal dan teknologi tepat guna lainnya. BUM Des dapat menjalankan
bisnisnya berupa penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat
yang ada di Desa dan berkontribusi terhadap pendapatan asli Desa.

Unit usaha BUM Des di Kabupaten Sumedang sangat beragam,
diantaranya kegiatan usaha di bidang penyewaan alat transportasi, perkakas
atau alat pesta, gedung serbaguna untuk pertemuan atau kegiatan lain, toko,
tanah milik BUM Desa dan beberapa sewaan lainnya. Selain itu, BUM Des
banyak juga menjalankan usaha perantara dengan memberikan jasa layanan
kepada masyarakat. Unit usaha perantaranya meliputi jasa pembayaran listrik,
pasar Desa untuk memfasilitasi beberapa produk hasil karya masyarakat dan
beberapa jasa pelayanan lainnya. BUM Des di Sumedang selain bisnis di
bidang penyewaan dan perantara juga menjalankan bisnis yang memproduksi
atau berdagang untuk kebutuhan masyarakat atau yang lingkup pasar lebih
besar. Unit usaha BUM Des di Sumedang yang sudah berjalan diantaranya
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PENERAPAN PENGELOLAAN BUM DESA

A. PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BUM DES
Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa secara umum sudah
terealisasi dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sumedang tahun 2015-2020

Tahun

No Indikator
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Rata-rata jumlah kelompok
binaan Lembaga

283 277 277 277 277 277
Pemberdayaan Masyarakat

(LPM)
2 i :
Rfata rata jumlah kelompok 309 303 303 303 277 277
binaan PKK
Presentase PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 100
4 | Posyandu Aktif 1.661 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.692

Cakupan pembinaan lembaga
adat

6 | Presentase swadaya
masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat
(%)

18 22 25 30 20 100

7 | Pemeliharaan pasca program
pemberdayaan masyarakat 24 24 24 24 24 26
(Kecamatan)
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya

terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama,
diantaranya:

1.

Eksistensi BUM Des di Kabupaten Sumedang terdiri dari 270 BUM Des
dari 270 Desa, dengan klasifikasi dasar, berkembang, maju dan mandiri
berdasarkan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis
pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa). Secara praktis, peran BUM Des di tingkat desa telah memberi
kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang mana BUM
Des selain menjadi bagian dari ekonomi masyarakat juga menjadi bagian
dari upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dalam
prakteknya pengelolaan BUM Des yang ada di Kabupaten Sumedang telah
berjalan dengan baik yang mana BUM Des telah berhasil dikelola dengan
baik meskipun terdapat tantangan yang perlu disikapi sebagai upaya
perbaikan pengelolaan BUM Des di masa yang akan datang.

Proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Des yang ada di
Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik yang mana masyarakat
dilibatkan dari proses awal perencaan BUM Des sampai dengan
pengelolaan BUM Des, keterlibatan ini menjadi bukti bahwa BUM Des
yang ada di Kabpaten Sumedang telah mempraktekan prinsip partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan BUM Des, peran serta masyarakat dalam
pengelolaan BUM Des di tiap-tiap desa masih berbeda yang mana ada
BUM Des yang sudah membuka seluas-luasnya pengelolaan BUM Des
kepada masyarakat mulai dari pengelolaan manajemen BUM Des sampai
dengan pengelolaan keuangan BUM Des, namun di beberapa BUM Des
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